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Nama Penyusun    : Wiwi Anggeriani 
NIM            : 10800113109 
Judul Skripsi  : Kajian Pengelola Zakat Dalam Mengemplementasikan 
Akuntansi Zakat PSAK 109 (Studi Kasus Pada Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar) 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana mengetahui dan menjelaskan 
pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam 
mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 109. Lokasi penelitian ini terletak di Jl 
Teduh Bersinar No.5 Rappocini, Makassar. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan studi kasus. Adapun Informan dalam 
penelitian ini adalah pengelola zakat atau amil zakat kepala bagian administrasi SDM 
dan umum  dan bagian audit internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Makassar. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data 
sekunder melalui website. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi 
data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Metode pengujian keabsahan 
data yaitu triangulasi. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional 
dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang 
No.23 Tahun 2011.  Peneliti telah manganalisa Laporan Keunagan Baznas Kota 
Makassar tahun 2016, BAZNAS Kota Makassar belum menyusun laporan 
keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yaitu PSAK N0. 109.  
Laporan Keungan BAZNAS Kota Makassar telah dibuat dengan 5 komponen 
laporam keungan amil sebagaimana yang diatur oleh PSAK 109 hanya saja akun- 
akun yang terdapat dan diatur oleh PSAK 109 belum diimplementasikan dan 
disajikan secara rinci dalam Laporan Keungan BAZNAS Kota Makassar. BAZNAS 
Kota Makassar yang harus ditingkatkan adalah pengetahuan pengelola zakat tentang 
adanya akuntansi zakat yang berbasis syariah yaitu Akuntansi Zakat, Infak dan 
Sedekah PSAK109. IAI diharapkan lebih giat lagi mensosialisasikan Akuntansi Zakat 
PSAK 109 ini bagi organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan diterapkannya PSAK No. 109 
ini dapat memudahkan amil dalam membuat laporan keuangan  yang lebih bersifat 
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akuntabel dan transparansi. BAZNAS Kota Makassar sebaiknya memiliki media 
cetak khusus untuk pelaporan keuangan zakat, infak/ sedekahnya seperti majalah agar 
memudahkan para muzakki membaca laporan keuangan  BAZNAS Kota Makassar. 





A. Latar Belakang 
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan 
ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu mustahiq 
(Siptiaprawira, dkk, 2015). Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat 
merupakan salah satu  pilar dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat tidak hanya 
berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah 
Subhanahuwata’ala (hablumminallah), namun zakat juga sebagai wujud ibadah yang 
bersifat horizontal kepada manusia (hablumminannas).  
Kedudukan zakat begitu penting. Demikian penting kewajiban zakat, sehingga 
para ulama ada yang mensejajarkan antara zakat dan shalat. Al-Qur’an menyebutkan 
zakat dan shalat dalam 82 ayat, di antaranya firman Allah dalam  QS Al-
Baqarah/2:43.
                  
Terjemahan: 
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang 
ruku. (Kementerian Agama RI/Al-Qur’an dan terjemah, 2012: 8). 
 
Di atas dua pondasi inilah berdiri bangunan Islam yang lebih dikenal dengan 





tatanan jaminan sosial dalam Islam dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, 
mencakup segi kehidupan material dan spiritual (Nurhayati, 2014: 308). Sehingga 
zakat sangat diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam ajaran Islam yang 
berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dan merupakan institusi resmi yang 
diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Dasar 
perintah membayar zakat terdapat dalam QS At-Taubah/9: 103. 
                                
        
Terjemahan: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Kementerian Agama RI/Al-
Qur’an dan terjemah, 2012: 204). 
 
Infak/sedekah adalah menyumbangkan sebagian harta secara sukarela kepada 
yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah. Himbauan untuk 
melaksanakan infak/sedekah terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 254. 
                                 
                
Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari 





Itulah orang-orang yang zalim. (Kementerian Agama RI/Al-Qur’an dan 
terjemah, 2012: 40). 
 
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam secara demografik dan 
kultural. Kewajiban zakat, infaq, dan sedekah di jalan Allah Subhanahuwata’ala telah 
mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di 
Indonesia baru terserat dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 trilliun 
atau hanya sekitar satu persen (Siptiaprawira, dkk, 2015). Hal ini menandakan bahwa 
kepercayaan muzakki kepada pengelola zakat masih sangat kurang.  
Sebagaimana Kota Metropolitan pada umumnya, Kota Makassar juga 
dihadapkan dengan persoalan yang amat banyak dan beragam bentuk. Diantara 
persoalan yang paling mendapat perhatian adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan 
sendiri telah menjadi akrab dengan kota-kota besar, termasuk Kota Makassar yang 
tentunya harus segera diselesaikan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah 
dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah Kota 
Makassar dengan melalui berbagai kebijakan. Namun, upaya-upaya tersebut masih 
belum bisa memberikan hasil yang maksimal dalam menghilangkan kemiskinan 
secara menyeluruh di Kota Makassar. Melalui tim sensus Dinas Sosial Kota Makassar 
yang melakukan pendataan dari rentang waktu Januari hingga Desember tahun 2015, 
diperoleh data bahwa penduduk Makassar yang berjumlah 1.743.686 jiwa, dengan 





sebelumnya, namun diakui bahwa angka kemiskinan yang tertera dalam data masih 
sangat tinggi sehingga perlu penanganan optimal (Minu, 2017) 
Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang mempunyai 
jumlah penduduk yang cukup padat sehingga potensi zakat di Kota Makassar juga 
sangat besar. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan potensi zakat 
di Makassar juga sangat besar. Pihaknya pun menargetkan dapat mengelola zakat 
sebesar Rp4 miliar di tahun 2016, dibandingkan dengan dana yang dikelola pada 
2015 sebesar Rr1,9 miliar. Oleh karena itu bentuk pengelolaannya harus sesuai 
dengan syariah dan standar yang diberlakukan di Indonesia (BAZNAS, 2016). 
 Zakat dan infak/sedekah berasal dari orang islam yang berkewajiban 
membayar zakat atau disebut muzakki. Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan 
pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dengan membuat Undang-undang No. 23 
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat 
dan infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara 
(Pujianto dan Asrori, 2015). Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor 
publik tentu saja memiliki stackeholders (pihak yang berkepentingan) yang sangat 
luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut memberikan informasi mengenai 
pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan (Shahnaz, 2015). 
Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad silam dan telah 
dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu ’alaihi wassallam dan para sahabatnya. 





Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Beliau juga pernah mengutus Ali 
bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Beliau juga pernah mengutus 
Muadz bin Jabal ke Yaman, yang disamping bertugas sebagai da’i, juga mempunyai 
tugas khusus menjadi amil zakat. Sungguh mulia  tugas seorang amil zakat karena 
Rasulullah memilih seseorang menjadi seorang amil zakat adalah suatu pilihan yang 
tidak biasa. 
Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk 
mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga 
menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya 
akan menghasilkan suatu informasi. Informasi akuntansi yang berkualitas menurut Al 
Hakim adalah informasi yang memenuhi kriteria; mudah diakses (accessibility), 
akurat (accuracy), informasinya cukup (amount of information), koherensi 
(coherency), informasinya cocok (compatibility), lengkap (completeness), konsisten 
(consisteness of representation), mudah dipahami (easy of understanding), bebas dari 
kesalahan (free of error), objektif (objectivity), relevan (relevancy), aman (security) 
dan tepat waktu (timeliness) dalam (Komala, 2014). Pada awalnya BAZ di Indonesia 
menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun 
seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar 
yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI) menyusun akutansi zakat pada tahun 2007.  
Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat 





industri keuangan syariah hingga terbitnya UU Pengelolaan zakat telah berhasil 
mendorong pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ke arah lebih profesional, 
transparan, akuntabel dan terkoordinasi. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini 
yang perlu dievaluasi lagi, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan lebih baik bila 
dibandingkan di era sebelum reformasi (Istutik, 2013). Diharapkan adanya 
keseragaman akuntansi zakat ini dapat mendorong para muzakki untuk lebih baik 
dalam membayar zakatnya. 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak 
tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No.109 
Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk 
laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin komplek (Pujianto dan 
Asrori, 2015). PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan 
suatu hal yang sangat dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat 
terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan  pencatatan. Sehingga 
publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi 
pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan 
bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan 
seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan 
Trisnawati, 2014). Tujuan agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami oleh 
para pengguna laporan keuangan, tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji 





keuangan yang memiliki daya banding atau comparability (Rachmat, 2015). Pada 
tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April 2010 PSAK 109 Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat 
dan infak/sedekah belum menerapkannya (Kristin P dan Umah, 2011). 
Manusia diberi kebebasan memilih bentuk-bentuk muamalah sesuai potensi 
dan kesempatan yang dimilikinya. Dengan itu pula manusia menurut Mas’udi (1995) 
tidak memiliki maqashid asy-syari’ah (tujuan syari’ah) lain kecuali kemaslahatan 
manusia dalam bentuk keadilan sosial dalam (Mulawarman, dkk, 2007). Kepemilikan 
harta yang dimiliki individual maupun kolektif harus dibarengi dengan penggunaan 
untuk aktivitas sosial. Karena sebagian harta yang diberikan oleh Allah 
Subhanahuwata’ala juga merupakan hak pihak lain yang memang membutuhkan. 
Syariah enterprise theory memiliki kepedulian terhadap stakeholders yang luas 
(Wahyuni, 2013). Yakni terhadap pemerintah serta kepada masyarakat khususnya 
para muzakki yang telah membayar zakat dan infak/sedekahnya di  BAZNAS  
maupun di  LAZIS yang ada di daerah atau provinsinya masing- masing.  
Ada dua alasan yang diungkap mengapa Indonesia saat ini belum menerapkan 
PSAK secara utuh. Pertama SDM (praktisi) yang salah karena masih minimnya 
pemahaman mereka terhadap tata cara skema syariah dan PSAK syariah, atau alasan 
kedua, justru standar (PSAK syariah) yang salah karena dinilai tidak implementatif 
dan bahkan masyarakat menilai PSAK syariah sesungguhnya tidak syariah 





dikaji mengenai bagaimana pandangan tentang pengelola zakat dalam 
mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK109.  
Dari beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat tersebut sebagian 
besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, Organisasi 
Pengelola Zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk 
memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Namun hal ini bisa 
tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Organisasi Pengelola Zakat tersebut 
juga sudah efektif. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen 
pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, di mana 
dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik (good zakat 
governance).  
Jika dicermati, prinsip tata kelola zakat yang baik (good zakat governance) 
dapat diadobsi dari beberapa prinsip good governance yang sama di sektor publik 
dengan modifikasi dan penambahan seperlunya, disesuaikan dengan sifat dan 
karakteristik Organisasi Pengelola Zakat. Beberapa prinsip good zakat governance 
yang layak dimasukkan, misalnya 1) accountability, 2) transparency, 3) 
responsiveness, 4) equity/fairness, 5) maslach orientation (berorientasi pada 
kemaslahatan umat), 6) efficiency and effectiveness dan 7) rule of syariah law 
(Mahmudi, 2009)  
Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji tentang sejauh mana 
pemahaman dan minat pengelola zakat dalam mengimplementasikan akuntansi zakat 





Makassar. Oleh karena itu, penulis mengambil judul ”Kajian Pengelola Zakat 
Dalam Megimplementasikan Akuntansi Zakat Psak 109 (Studi Kasus Pada 
Badan Amail Zakat Nasional Kota Makassar)”. 
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) menyebutkan dari Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia baru terserap 
dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 trilliun atau hanya sekitar satu 
persen, ini menandakan bahwa kepercayaan muzakki kepada pengelola zakat masih 
sangat kurang. Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang 
mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat sehingga potensi zakat di Kota 
Makassar juga sangat besar. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) 
mengungkapkan potensi zakat di Makassar juga sangat besar. Pihaknya pun 
menargetkan dapat mengelola zakat sebesar Rp4 miliar di tahun 2016, dibandingkan 
dengan dana yang dikelola pada 2015 sebesar Rr1,9 miliar. Ada dua alasan yang 
diungkap mengapa Indonesia saat ini belum menerapkan PSAK secara utuh. Pertama 
SDM (praktisi) yang salah karena masih minimnya pemahaman mereka terhadap tata 
cara skema syariah dan PSAK syariah, atau alasan kedua, justru standar (PSAK 
syariah) yang salah karena dinilai tidak implementatif dan bahkan masyarakat menilai 
PSAK syariah sesungguhnya tidak syariah (Rahmanti, 2012). Fenomena ini menjadi 
permasalahan yang unik dan menarik untuk dikaji mengenai bagaimana pandangan 





ED PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan 
menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin 
komplek . Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat startegis dalam 
membangun kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan (Tahir dan Triantini, 2015) 
dan merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan 
keadilan bagi masyarakat.  PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah 
merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuannya, PSAK ini juga diharapkan 
dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan  pencatatan. Sehingga 
publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi 
pengelolaannya dan ini tidak dapat terwujud jika dalam organisasi pengelola zakat 
dan infak/sedekah itu sendiri tidak ada minat dalam mengimplementasikan akuntansi 
zakat. 
C. Rumusan Masalah 
Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah 
penduduk yang cukup padat sehingga potensi zakat di Kota Makassar juga sangat 
besar. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan potensi zakat di 
Makassar juga sangat besar. Pihaknya pun menargetkan dapat mengelola zakat 
sebesar Rp4 miliar di tahun 2016, dibandingkan dengan dana yang dikelola pada 
2015 sebesar Rr1,9 miliar. Ada dua alasan yang diungkap mengapa Indonesia saat ini 
belum menerapkan PSAK secara utuh. Pertama SDM (praktisi) yang salah karena 
masih minimnya pemahaman mereka terhadap tata cara skema syariah dan PSAK 





tidak implementatif dan bahkan masyarakat menilai PSAK syariah sesungguhnya 
tidak syariah (Rahmanti, 2012). Kasus ini menjadi permasalahan yang unik dan 
menarik untuk dikaji mengenai bagaimana pandangan tentang pengelola zakat dalam 
mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 109. 
Latar belakang diatas mendorong penulis untuk merumuskan masalah pengelola zakat 
dalam mengilpementasikan akuntansi zakat PSAK109, yaitu: 
1. Bagaimana  pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Makassar dalam mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 109?  
 
D. Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz (2016) dengan judul Penerapan 
PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah 
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah 
BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 
No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan 
pendisribusian dana , sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi 
keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas 
dan catatan atas laporan keuangan. 
2. Pujianto dan Asrori (2015) melakukan penelitian dengan judul Implementasi 
PSAK109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota 





norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi 
zakat dan Infak/sedekah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil tidak 
berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan 
infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat 
mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. IAI harus 
lebih giat mensosialisaikan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah. 
3. Istutik (2013)  dengan judul Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/ 
Sedekah (PSAK:109)  pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. Hasil 
penelitian tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat di Kota malang 
belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109)  untuk penyususnan 
laporan keuangannya.   
4. Hermawan dan Rini (2016)  dengan judul Pengelolaan Dana Zakat,  Infaq,  dan 
Shadaqah Persfektif Shariah Enterprise Theory. Metode analisis yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa untuk pelaporan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS 
Kabupaten Sidoarjo sebagian sudah sesuia dengan konsep SET,  yaitu aspek 
Allah SWT berupa pembiayaan dakwah sosial,  sosialisasi zakat,  dan layanan 
jemput zakat,  serta bantuan sarana tempat ibadah.  Aspek direct stakeholders 
untuk kontribusi kepada donatur berupa transparansi kinerja keuangan yang 





berupa pembiayaan pendidikan,  kesehatan,  biaya hidup,  serta bantuan lainnya 
kepada masyarakat kurang mampu. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
Untuk mengetahui pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kota Makassar dalam mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 109. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penulisan berdasarkan tujuan penelitian diatas adalah: 
a. Kegunaan Teoretis:  
1) Penelitian ini menjelaskan syariah enterprise theory yang menyatakan 
bahwa Enterprise teori memang tepat jika diterapkan dalam akuntansi syariah 
karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan 
dan akuntabilitas. Syariah enterprise theory merupakan sebuah teori bagi 
perusahaan yang telah dipadukan dengan nilai Ketuhanan. 
2) Dengan adanya pandangan dan pemahaman yang baik dari amil terhadap 
mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah ini diharapkan akan 








b. Kegunaan Praktis: 
1) Bagi organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat diharapkan dengan 
diterapkannya PSAK No. 109 ini dapat memudahkan amil dalam membuat 
laporan keuangan  yang lebih bersifat akuntabel dan transparansi.  
2) Hasil penelitian ini diharapkan akan sangat bermanfaat bagi para muzakki 
agar lebih baik dalam membayar zakatnya dan mempercayakan organisasi 
pengelola zakat dan infak/sedekah dalam mengelolanya. 
c. Kegunaan Regulasi 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam 
menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu PSAK No. 45 tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ke Akuntansi Zakat PSAK No. 109 
yakni tentang pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, akuntabel 
dan terkoordinasi. Dimana PSAK No.109 telah memuat jelas karakteristik 






A. Syariah Enterprise Theory (SET)  
Pengembangan ET dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh 
bentuk yang dikenal dengan Syari’ah Enterprise Theory (SET) (Triyuwono, 2006).  
SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai  
Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia 
dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai 
objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan 
penciptanya. Dalam SET, Allah merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah 
pemilik yang tunggal dan mutlak. Karena sumber daya yang dimiliki oleh 
Stakeholders pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat 
sebuah tanggung jawab untuk pihak-pihak yang secara langsung memberikan 
kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non 
keuangan yakni donatur dan karyawan. Karena mereka telah memberikan kontribusi 
kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan 
dari perusahaan (Hermawan dan Rini, 2016) 
Teori enterprise memang merupakan konsep teori yang diusulkan lebih cocok 
diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan akuntansi Islam sebagai alternatif lain 





(2003) dalam (Wahyuni, 2013). Syariah Enterprise theory memang tepat jika 
diterapkan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai keadilan, 
kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan akuntabilitas. Syariah enterprise theory 
merupakan sebuah teori bagi perusahaan yang telah dipadukan dengan nilai 
Ketuhanan. Hal paling penting dalam syariah enterprise theory adalah Allah sebagai 
pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya yang ada di dunia. Sementara 
harta yang dimiliki oleh para stakeholder merupakan amanah dari Allah SWT 
sehingga di dalamnya juga mencakup tanggung jawab untuk menggunakan cara dan 
tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT (Wahyuni, 2013). 
Hubungannya dengan Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba 
yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang 
membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari 
yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Sehingga publik dapat 
membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain 
itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola 
zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat 
kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). 
Kepemilikan harta yang dimiliki individual maupun kolektif harus dibarengi 
dengan penggunaan untuk aktivitas sosial. Karena sebagian harta yang diberikan oleh 
Allah SWT juga merupakan hak pihak lain yang memang membutuhkan. Syariah 





2013). Yakni terhadap pemerintah serta kepada masyarakat khususnya para muzakki 
yang telah membayar zakat dan infak/sedekahnya di  BAZNAS  maupun di  LAZIS 
yang ada di daerah atau provinsinya masing- masing. Ada dua alasan yang diungkap 
mengapa Indonesia saat ini belum menerapkan PSAK secara utuh .Pertama apakah 
SDM (praktisi) yang salah karena masih minimnya pemahaman mereka terhadap tata 
cara skema syariah dan PSAK syariah, atau alasan kedua, justru standar (PSAK 
syariah) yang salah karena dinilai tidak implementatif dan bahkan masyarakat menilai 
PSAK syariah sesungguhnya tidak syariah (Rahmanti, 2012). 
B. Zakat dan infak/sedekah 
1. Pengertian Zakat dan infak/sedekah 
Ridho mengutip pendapat Ibnu Al-Humman dalam Kitab Al- Hidayah Syarb 
Fathul Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian Bahasa berarti tumbuh 
seperti "zaka azzaru" apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih. Firman 
Allah pada QS Asy- Syam/91: 9. 
          
Terjemahan: 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (Kementerian 
Agama RI/Al-Qur’an dan terjemah, 2012: 596). 
 
Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa 
orang yang menzakatkannya (Huda, dkk, 2015:1-2.) Zakat menurut istilah fikih 
berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang 





Menurut mazhb Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang 
khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) 
kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh 
dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan pertanian (Huda, dkk, 
2015:3) 
Sayyid Sabiq (1977) dalam (Muin, 2011:7), dilihat dari sisi persyariahannya, 
zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat nabi Muhammad SAW, 
tetapi zakat merupakan bahagian dari syrariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu 
sebagian rangkaian dari ibadah fardhu lainnya. Hal tersebut dialami pada masa nabi 
Ibrahim, Ismail, Isa.  Namun pada  masa Rasulullah  Muhammad SAW zakat telah 
disempurnakan baik dari segi pemasukan, pengumpulan,  dan penyaluran  serta  
beberapa bagian yang harus dikeluarkan. 
Zakat merupakan salah satu bagian dari tatanan jaminan sosial dalam Islam 
dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, mencakup segi kehidupan material dan 
spiritual, jaminan akhlaq, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan 
pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebuayaan, dan yang 
terakhi radalah jaminan sosial (Nurhayati, 2014: 308). Ini diperkuat dengan 
pandangan Andi Zulfayani (2011) bahwa eksistensi zakat dalam kehidupan manusia 
baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. 
di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari 
kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang kepada Allah 





kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus 
berlangsung. 
Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), 
tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki 
posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, 
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan 
dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Seperti di 
Indonesia, pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk dan administrasi negara, 
manajemen dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Karena itu, pemerintah 
berkesimpulan bahwa manajemen yang kuat dan terlembaga diperlukan untuk 
memungkinkan zakat berkembang, tidak saja dalam konteks pemenuhan kewajiban 
keagamaan seorang muzakki, melainkan juga dalam kerangka strategi struktural 
untuk meningkatkan harkat hidup orang-orang yang lemah ekonominya (Tahir dan 
Triantini, 2015). 
Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya . Pertama, 
sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu 
sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan 
subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian karena zakat adalah 
pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus 
pensucian jiwa manusia dari dosa- dosanya. Zakat adalah salah satu Rukun Islam dan 
merupakan Rukun Islam yang berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi diantara 





menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 
atau badanusaha untuk diberikan kepada yang berhak yang menerima sesuai syariat 
Islam sedangkan Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 
Pernyataan Standar Akuntansi 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban syariah yang harus 
diserahkan oleh muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara 
langsung.  Infak/sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara 
sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun 
tidak dibatasi (IAI, 2008:109.3). 
 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang 
dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzakki kepada penerima zakat mustahik ketika 
telah mencapai haul sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dapat dipahami bahwa 
zakat merupakan ibadah seorang Muslim untuk mencapai Ridho Allah 
Subhanahuwata’ala. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk 
beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam QS Adz-Dzaariyaat/51:  56. 





Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 








Maka zakat harus dikelola dengan baik sesuai syariat dan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.  
2 .Syarat Kekayaan Wajib Zakat  
Zakat merupakan ibadah yang begitu penting bagi ummat Islam, yang memiliki 
berbagai syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat. Dalam (Yasin,2011:15-18) 
menyebutkan ada enam syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: 
a. Kepemilikan sempurna 
Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut 
memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. 
Harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.Harta yang didapatkan 
melalui proses kepemilikan yang dibenarkan olehsyarat, seperti hasil usaha 
perdagangan yang baik dan halal, hartawarisan, pemberian negara atau orang lain 
wajib dikeluarkan zakatnyaapabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. 
b. Berkembang 
Harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah atauberkembang 
bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untukberkembang, misalnya 
hasil pertanian, perdagangan,ternak, emas, perak,dan uang. Pengertian 
berkembang menurut istilah yang lebih familiaradalah sifat harta tersebut dapat 
memberikan keuntungan atau 
pendapatan lain. 





Nishab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikansebagai 
harta wajib zakat. Nishab zakat berbeda-beda untuk kategoriharta yang wajib 
dizakati. Harta yang tidakmencapai nishab maka tidakwajib dikeluarkan zakatnya. 
d. Melebihi kebutuhan pokok 
Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untukkelangsungan 
hidup. Jika kebutuhan minimal tersebut tidak dapatdipenuhi, maka yang 
bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak),seperti belanja sehari-hari, 
pakaian, dan pendidikan. 
e. Terbebas dari utang 
Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk 
mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nishab. Jika setelah 
dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nishab,harta tersebut 
terbebas dari kewajiban zakat. 
f. Kepemilikan satu tahun penuh 
Persyaratan kepemilkan sudah berlalu selama 12 bulan qomariyah hanya berlaku 
untuk ternak, uang, dan harta benda yang diperdagangkan. Tapi hasil pertanian, 
buah-buahan, rikaz (barang temuan) tidak dipersyaratkan setahun. 
 Iman Abu Hanfah mengatakan dalam (Muin, 2011:36-37),  bahwa zakat itu 
harus dieluarkan dari semua jenis tanaman yang  tumbuh di bumi baik jumlahnya 
sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bamboo parsi ( bambu yang 
bisa digunakan sebagai    pena), pelepah pohon kurma,  tangkai pohon dan segala 





ijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara 
teratur dan dlarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 
sebesar sepersepuluh (10%). Sebagamana hadis yang artinya : 
“Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan  itu hanya 
minum air hujan , dikenakan al-usyr (sepersepuluh) dan pada yang disirami 
dengan mengangkatnya air nishfu al-usyr (setengah dari sepersepuluh/ 
seperlma). 
Penunaian zakat pertanian tidak menunggu adanya haul, akan tetapi secara 
langsung  setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, 
biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan inspeksida.Untuk 
mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, inspeksida dan sebagainya 
diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari  senishab) dikeluarkan 
zakatnya 10%  atau 5% (tergantung sistem pengairannya), (Muin, 2011:39),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat 
Orang yang berhak menerima harta zakat terbagi atas delapan ashnaf 
(golongan), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, dana untuk memerdekakan 










Firman Allah Subhanahuwata’ala dalam QS At-Taubah/9: 60. 
                             
                                
Terjemahan: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
(Kementerian Agama RI/Al-Qur’an dan terjemah, 2012: 197) 
 
Penjelasan delapan ashnaf orang yang berhak menerima zakat menurut Ash-
shiddieqy (2010:147) adalah sebagai berikut: 
a. Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan yang perlu ditolong dalam 
menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat tidak untuk 
keperluan hidupnya. 
b. Miskin adalah orang fakir yang bersifat tenang dan tidak meminta-minta. 
c. Amil adalah kelompok yang diangkat oleh penguasa atau olehbadan perkumpulan 
untuk mengurusi zakat mereka. 
d. Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya atau dimantapkan hatinya 
kepada Islam. Muallaf dibagi menjadi yang telah masuk islam dan yang belum 
masuk islam. 
e. Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan 





f. Gharimin adalah kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk 
melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah 
keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana. 
g. Fisabilillah adalah orang yang dalam berjuang di jalan Allah Subhanahuwata’ala, 
untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan 
masjid dan syiar da’i. 
h. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan belanja/bekal dalam perjalanan yang tidak 
mempunyai kemampuan untuk membeli bekal diperjalanannya tersebut. 
4. Jenis-Jenis Zakat 
Terdapat dua jenis zakat dikeluarkan oleh orang Islam yaitu zakat fitrah (nafs) dan 
zakat harta (maal). Ini dijelakan dalam  (Nurhayati, 2014: 284-285) yaitu: 
a. Zakat Jiwa/ Zakat Fitrah adalah zakat yang diwaibkan kepada setiap muslim 
setelah matahari akhir bulan Ramadhan. Lebih utama dibayarkan sebelum shalat 
Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalatIed, maka sifatnya seperti sedekah 
bukan zakat fitrah. 
b. Zakat Harta (maal) 
Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, 
mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta 
temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki 







C. Organisasi Pengelola Zakat dan infak/sedekah 
1. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat dan infak/sedekah 
Muh. Qutub (1962) dalam (Muin, 2011: 90-91) menjelaskan bahwa 
pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah  saw dan yang kemudian diteruskan oleh para 
sahabatya, dilakukan dengan  cara para petugas mengambil zakat dari muzakki atau 
muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu para 
petugasnya (amil zakat ) distribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam 
delapan kelompok penerima zakat. 
Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Rasulullah menugasi  
para sahabatnya sebagai amil zakat. Para amil yang diangkat oleh Rasulullah dibagi 2 
bagian, yaitu: (1) Amil yang berdomisili di Kota Madinah yang statusnya bersifat  
sementara untuk membantu  Rasulullah  dalam pengumpulan zakat dan 
menyalurkannya. Mereka tidak digaji, hanya kadang-kadang diberi  honor sebagai 
balas jasa mereka. Amil  tersebut antara  lain  Sayyidina  Umar bin Khatab.(2)  Amil 
yang bertugas di luar Kota Madinah, status mereka adalah sebagai pemerintah daerah 
sekaligus sebagai amil zakat. Sebagai pejabat mereka diberi tunjangan tertentu sesuia 
tugasnya, agar  mereka tekun serta ikhlas  melaksanakan tugas yang dipercayakan 
kepadanya. 
Pada masa Rasulullah SAW, masalah pengorganisasian pengelolaan zakat,  
walaupun dalam  bentuk organisasi yang sederhana, namun pengelolaan zakat pada 
masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia 





transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW 
telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau 
disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sehingga ia mampu memberikan sedekah 
dari uasaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi sesuatu yang produktif dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para mustahiqnya (Muin, 2011: 
91).                                                                                                                                                                                                                                         
Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang 
bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah (Pujianto 
dan Asrori, 2015). Selain zakat, sumber dana yang dikelola organisasi pengelola 
zakat dan infak/sedekah adalah dana infak/sedekah. Sejalan dengan pengertian yang 
diberikan oleh (Rachmad, 2015) bahwa Badan Amil Zakat merupakan organisasi 
yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat, infak 
dan sedekah. Definisi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengakui adanya dua 
jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan 







a. Badan Amil Zakat 
Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan 
pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan 
tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6 UU No.23 tahun 2011). Dalam 
melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : 
1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
b. Lembaga Amil Zakat 
Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam 
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari pemerintah dan harus memenuhi 
syarat berikut : 
1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang 
pendidikan, dakwah, dan sosial; 
2) Berbentuk lembaga berbadan hukum; 
3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 
4) Memiliki pengawas syariat; 
5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan melaksanakan 
kegiatannya; 





7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; 
8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.   
2.  Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat dan infak/sedekah 
Qardhawi (2007:551-552), mengutarakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai 
amil zakat atau pengelola zakat harus : 
a. Beragama Islam. 
b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya yang siap menerima 
tanggung jawab mengurus umat; 
c. Memiliki sifat amanah dan jujur; 
d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat; 
e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya; 
f. Memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. 
Hafidhuddin (2008:97) menyatakan tentang lembaga pengelola zakat sebagai 
berikut. Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga pengelola zakat) yang profesional, 
amanah, bertanggungjawab, memiliki pengetahuan yang memadai, dan memiliki 
waktu untuk mengelolanya. Hal ini bisa dipahami karena zakat adalah satu-satunya 
ibadah yang disyariatkan Islam yang dinyatakan secara eksplisit harus ada petugasnya 
(amil).  Qardhawi (2005:123) menyatakan tentang unsur pengelolaan zakat sebagai 
berikut. 
Pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan 





namun yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia lembaga zakat dan 
kesinambungan dalam administrasi keuangan.  Lembaga pengelola zakat harus 
memiliki izin formal sebagai lembaga zakat yang diakui pemerintah (Hafidhuddin, 
2008:126). Hal ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut 
diantaranya: 
1)  Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 
2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung 
dengan para muzakki untuk menerima zakat. 
3) Mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat menurut skala 
prioritas yang ada pada suatu tempat. 
4) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan 
yang Islami. 
3. Karakteristik Lembaga Zakat  
Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan organisasi pengelola zakat 
(OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Widodo dan Kustiawan (2001:11) 
mengutarakan ada tiga karakteristik khusus yang membedakan OPZ dengan 
organisasi nirlaba lainnya, yaitu : 
a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’ah Islam. 
b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. 





Organisasi Pengelola Zakat perlu memperhatikan beberapa aspek dalam 
mengelola ZIS. Widodo (2001) menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi OPZ 
sebagai berikut: 
1) Aspek Kelembagaan 
Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, 
yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, 
aliansi strategis. 
2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)  SDM merupakan aset yang paling 
berharga sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus 
dilakukan dengan hati-hati. Pemilihan amil perlu memperhatikan hal-hal   
sebagai berikut: 
a) Perubahan paradigma amil zakat adalah pekerjaan sampingan menjadi amil zakat 
adalah sebuah profesi. 
b) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai 
berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, memahami fiqih 
zakat, mempunyai misi pemberdayaan,  inovatif dan kreatif, mampu menjalin 
hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim. 
c.Sistem Pengelolaan 
Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-
unsur yang harus diperhatikan adalah: 
1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. 





3) Mempunyai rencana kerja (activity plan). 
4) Mempunyai Komite (lending commitee). 
5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan. 
6) Diaudit secara berkala. 
7) Publikasi kepada stakeholders. 
8) Perbaikan terus menerus. 
Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor publik tentu saja memiliki 
stackeholders (Pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan 
Amil Zakat dituntut memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua 
pihak yang berkepentingan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan satu dari sekian 
banyak jenis lembaga keuangan syariah yang berdiri seiring perkembangan ekonomi 
Islam. Hal ini menjadi indikator dan babak baru kesadaran ummat Islam terhadap 
peran dan fungsi zakat sebagai penyeimbang kehidupan perekonomian baik dalam 
skala individu maupun masyarakat bahkan negara, sehingga zakat memiliki potensi 
memegang peran sentral dalam mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. 
LAZ adalah institusi keuangan nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat 
melalui donasi atau sumbangan yang berbasis keagamaan. berdasarkan hal tersebut 
menuntut setiap pengelolanya mengaplikasikan tanggungjawab ganda, sehingga harus 
dikelola secara profesional, untuk meraih kesempurnaan amal yang telah 
dilaksanakan agar bermanfaat dunia dan akhirat. 
Menurut (Pujianto dan Asrori, 2015) tujuan dari organisasi pengelola zakat 





Undang-undang zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah 
yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah 
lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. 
Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah wajib melaporkan pelaksanaan, 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada 
BAZNAS secara berkala. 
D. Akuntansi Zakat PSAK 109 
1. Pengertian Akuntansi Zakat 
Zakat adalah salah satu rukun islam yang menjadi wilayah dari hukum Islam 
yang aturan-aturannya bersumber langsung dari Allah Subhanahuwata’ala. 
Penjelasan mengenai pengertian akuntansi zakat terlebih dahulu membahas 
pengertian akuntansi dan syariah itu sendiri.  Pengertian Akuntansi secara umum 
menurut American Accounting Association (AAA) adalah “proses mengidentifikasi, 
mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya 
penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan”. Akuntansi didefinisikan juga sebagai “suatu aktivitas 
mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis 
informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya 






American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menjelaskan 
bahwa akuntansi adalah “seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan 
dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang 
setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya”.  Akuntansi 
merupakan suatu aktifitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif 
yang bersifat keuangan tentang satuan-satuan ekonomis yang dapat bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan ekonomis (Smith dan Skousen, 1986:2). 
Syariah dalam bahasa arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang 
seharusnya dilalui. Pengertian terminologi tersebut bermakna“pokok-pokok aturan 
hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wata’ala. untuk dipatuhi dan dilalui 
oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) didunia” 
(Nurhayati, 2009:14).  Zakat termasuk dalam hukum syariat yaitu hukum yang 
bersumber dari Allah Subhanahu wata’ala serta telah menjadi ketetapan-Nya,  
dimana manusia, telah diberi beban mempelajarinya, lalu menjalankan hukum-hukum 
itu, serta berkewajiban juga untuk mengajarkan hukum-hukum terebut (Sarwat, 
2012:46). 
Mursyidi (2006:107) mengatakan menegenai akntansi zakat sebagai berikut.  
Akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan 
sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, 
pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek 
zakat. Husein As-Syahatah (2004:29-30) menyatakan mengenai akuntansi zakat 





mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan 
dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta yang wajib di zakati serta 
menetakan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai 
dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat berpedoman pada dua 
dasar utama yaitu hukum dan dasar-dasar zakat harta (fiqih zakat) dan dasar-dasar 
akuntansi bagi penghitungan zakat. 
Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi zakat harus sesuai dan 
berdasarkan dengan Syariah Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian 
Agama, menyatakan “prinsip tersebut harus distrukturkan sesuai dengan konsep 
manusia sebagai khalifah di muka bumi secara ekspisit maupun implisit dalam rangka 
memenuhi kewajiban membayar zakat”.  Akuntansi zakat dapat disimpulkan adalah 
proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat,  
infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi 
pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Tujuan Akuntansi Zakat 
Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)  
menyatakan tujuan akuntansi zakat sebagai berikut.  Tujuan akuntansi zakat adalah 
menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap syariah Islam, termasuk 
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh 
syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.  Tujuan akuntansi zakat menurut 





a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan 
efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada 
organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian 
manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi. 
b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat 
(manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola 
secara tepat dan efektif, program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan 
wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola 
zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan 
penggunaan dana publik (dana ummat).   
Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.  Akuntansi 
zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi,  pengendalian 
manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara 
lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan informasi tersebut. Mahmudi (2003)  menyatakan “Informasi 
akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari 
perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran,  evaluasi kinerja, dan pelaporan 
kinerja”  Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama 
untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat.  
 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang 
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat 





pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan 
(Tahir dan Triantini, 2015). Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) menyusun akutansi zakat pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan pada tahun 
2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Megawati dan 
Trisnawati, 2014).  
 Euphoria reformasi, fenomena booming-nya industri keuangan syariah hingga 
terbitnya UU Pengelolaan zakat telah berhasil mendorong pengembangan Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) ke arah lebih profesional, transparan, akuntabel dan terkoordinasi. 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 
telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) 
No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan 
infak/sedekah yang semakin komplek (Pujianto dan Asrori, 2015). Diharapkan 
adanya keseragaman akuntansi zakat ini dapat mendorong para muzakki untuk lebih 
baik dalam membayar zakatnya. 
  PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal 
yang sangat dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya 
keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan  pencatatan. Sehingga publik dapat 
membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain 
itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola 
zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola 





Tujuan agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami oleh para pengguna 
laporan keuangan, tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan 
pembaca laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan 
yang memiliki daya banding atau comparability (Rachmat, 2015).  
E. Laporan Keuangan Amil 
1. Komponen Laporan Keuangan Amil 
Ada beberapa komponen yang disebutkan dalam PSAK No. 109 (IAI, 2008:109.10-
109.15) Komponen laporan keuangan amil terdiri dari: 
a. Neraca (laporan posisi keuangan). 
b. Laporan perubahan dana. 
c. Laporan perubahan aset kelolaan. 
d. Laporan arus kas. 
e. Catatan atas laporan keuangan. 
1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan 
memperhatikan ketentuandalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada: 
a. Aset 
(1) Kas dan setara kas 






(4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 
b. Kewajiban 
(1) Biaya yang masih ahrus dibayar 
(2) Kewajiban imbalan kerja 
c. Saldo dana 
(1) Dana zakat 
(2) Dana infak/sedekah 
(3) Dana amil 
(4) Dana non hala 
Gambar 2.1 
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
BAZ XXX 
Per 31 Desember 2xxx7 

















Kewajiban jangka pendek 


































Kewajiban jangka panjang 


















jumlah aset Xxx jumlah kewajiban dan 
Saldo Dana 
Xxx 
Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
2) Laporan perubahan dana 
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana 
amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada pos-pos berikut: 
a. Dana zakat 





(2) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain. 
(3) Saldo awal dana zakat 
(4) Saldo akhir dana zakat 
b. Dana infak/sedekah 
(1) Penerimaan dana infak/sedekah 
(2) Penyaluran dana infak sedekah 
(3) Saldo awal dan infak/sedekah 
(4) Saldo akhir dana infak/sedekah 
c. Dana amil 
(1) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari 
dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya. 
(2) Penggunaan dana amil 
(3) Saldo awal dana amil 
(4) Saldo akhir dana amil 
d. Dana non halal 
(1) Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan 
lainnya. 
(2) Penyaluran dana non halal. 
(3) Saldo awal dana non halal. 








Laporan Perubahan Dana 
BAZ XXX 




Penerimaan dari muzakki 
    muzakki entitas 
    muzakki individual 
Hasil penempatan 
Jumlah penerimaan dana zakat 
Bagian amil atas penerimaan dana zakat 






































Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 
Hasil pengelolaan 
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 
 
Penyaluran 
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan 
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 






































Bagian amil dari dana zakat 
Bagian amil dari dana infak/sedekah 
Beban umum dan administrasi lainnya 





Beban umum dan administrasi lainnya 





























Penerimaan nonhalal lainnya 
Jumlah penerimaan dana nonhalal 
 
Penggunaan 


















Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana 
amil dan dana nonhalal 
Xxx 
Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak 
terbatas pada: 
a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 





c. Penambahan dan pengurangan 
d. Saldo awal 
e. Saldo akhir 
Gambar 2.3 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
BAZ XXX 


































































































    
Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
4)  Laporan Arus Kas 
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas 
dan PSAK yang relevan. 
5)  Catatan atas Laporan Keuangan 
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 
























E. Rerangka Pikir 























BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA MAKASSAR 
PENGIMPLEMENTASIAN 




5 Komponen Laporan 
Keuangan Amil; 
a. Neraca (laporan posisi 
keuangan). 
b. Laporan perubahan dana. 
c. Laporan perubahan aset 
kelolaan. 
d. Laporan arus kas; dan 
e. Catatan atas laporan 
keuangan. 
TEORINYA 




















A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Dasar penelitian 
kualitatif adalah upaya untuk memahami sudut pandang dan konteks subyek 
penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat 
deskriptif dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari perspektif subyek. 
Sugiyono (2010:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode 
penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala yang bersifat holistik terkait situasi 
sosial yang meliputi aspek lokasi, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara 
sinergis dimana posisi peneliti sebagai instrumen kunci. Sugiyono dalam (Lutfhiyah, 
2010), menyimpilkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  digunakan unuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah,  (sebagai lawannya eksperimen)  dimana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci,  pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purpose 
dan snowbaal,  teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan),  analisis data 
bersifat induktif/ kualitatif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 







b. Lokasi Penelitian 
Pada penelitian ini berlokasi di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZN 
AS) Kota Makassar. Adapun pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian 
ini karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu Badan Amil 
Zakat yang dikelola secara nasional dan diharapkan paling berpotensi dalam 
mengoptimalkan pengumpulan zakat di Kota Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi Kasus ialah suatu 
serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 
tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 
sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 
mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang 
selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), yang sedang 
berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. 
Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana (2013: 201-202), 
keistimewaan Studi Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut:  
1. Studi Kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni 
menyajikan pandangan subjek yang diteliti,  
2. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang 





3. Studi Kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara 
peneliti dengan subjek atau informan,  
4. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal 
yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi 
juga keterpercayaan (trustworthiness),  
5. Studi Kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas 
transferabilitas,  
6. Studi Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 
pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan 
pertama), dalam hal ini data yang dianalis yang diperoleh dari hasil wawancara 
ataupun observasi langsung pada objek penelitian.  Data-data tersebut seperti 
hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dan laporan keuangan entitas. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, 
seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi,  dan sebagainya. Serta 
data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah 







D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini 
adalah: 
a. Pengamatan (observasi) 
Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 
atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk 
merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga peneliti 
memungkinkan untuk menjadi sumber data (Moleong, 2010:174). 
b. Studi kepustakaan (library research), yaitu studi kepustakaan yang terkait 
dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk 
membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. 
Peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di 
internet untuk melengkapi informasi. 
c. Mengakses Website dan Situs-Situs terkait Website atau Situs yang 
menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 
d. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,  percakapan dilakukan 
oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara 
adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih 
yang berhadaphadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan 





2010:186). Peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 
pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kota Makassar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. 
e. Dokumentasi 
Dokumen adalah setiap bahan tertulis tentang tindakan,  pengalaman dan 
kepercayaanya (Moleong, 2010:216). Data yang dikumpulkan penulis meliputi 
data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat OPZ dan laporan pengelolaan 
dana zakat, dan data kuantitatif yaitu laporan keuangan per Desember 2014-
2016. 
E. Instrumen Penelitian  
Dalam setiap penelitian pasti membutuhkan alat atau perlengkapan guna 
mendukung tercapainya proses penelitian.  Instrumen penelitian ini adalah semua 
alat yang digunkan untuk mengumpulkan,  memerikasa,  menyelidiki,  suatu 
masalah dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 
memecahkan suatu permasalahan. Adapun instrumen penelitian yang digunkan 
adalah: 
a. Alat Tulis 
b. Laptop 
c. Handpone 






F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data   
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil hasil wawancara,  catatan lapangan,  dan dokumentasi,  
dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,  menjabarkan kedalam unit-
unit,  melakukan sintesa,  menyusun kedalam pola,  memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari,  dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan,  selama di lapangan,  dan setelah selesai di lapangan 
Sugiyono (2014:244-245). 
Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis 
analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246-252), yaitu, 
sebagai berikut: 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 
yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 





merencanakan kerja selajutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut dalam 
penelitian kualitatif,  penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,  
bagan,  hubungan antar kategori,  flowchart dan sejenisnya. 
3. Conculusion Drawing/ Verivication (Penarikan Kesimpulan) 
Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 
valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
G. Pengujian Keabsahan Data     
1. Validitas Internal (Uji Kredibilitas) 
Ketika kita berbicara tentang uji kredibilitas data dalam Sugiyono 
(2014:270) ada bermacam- macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan 
terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan 
teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. 
Melihat bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan 
berbagai teknik pengambilan data.  Sehingga metode pengujian kredebilitas yang 
paling tepat digunakan adalah triangulasi.  Wiliam Wiersma (1986)  dalam Sugiyono 





berbagai sumber,  dengan berbagai cara,  dan berbagai waktu. Ketiga triangulasi 
tersebut sebagai berikut: 
a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  Sebagai contoh,  
untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang,  maka 
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang 
merupakan kelompok kerjasama.  Data dari ketiga sumber tersebut,  tidak bisa 
dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif,  tetapi dideskripsikan,  
dikategorisasikan,  mana pandangan yang sama,  yang berbeda,  dan mana spesifik 
dari tiga sumber data tersebut. 
b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  Misalnya 
data diperoleh dengan wawancara,  lalu dicek dengan observasi,  dokumentasi,  
atau kuesioner. 
c. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 
segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 
lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pegecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 







2. Validitas Eksternal (Uji Transferability) 
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 
diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila 
sampel penelitian representatif, instrument penelitian valid dan reliabel, cara 
mengumpulkan dan analisis data benar,  penelitian akan memiliki validitas eksternal 
yang tinggi.  Oleh karena itu,  supaya orang lain dapat mememahami hasil penelitian 
tersebut,  maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 
rinci,  jelas,  sistematis,  dan dapat dipercaya.  Dengan demikian pembaca menjadi 
jelas atas hasil penelitian tersebut,  sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya 
untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain Sugiono (2014:276). 
3. Depenability (Uji Reabilitas) 
Dalam penelitian kuantitatif,  depenability disebut reabilitas.  Suatu 
penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ mereplikasi 
proses penelitian tersebut.  Dalam penelitian kualitatif,  uji depenability dilakukan 
dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.  Sering terjadi 
peneliti tidak melakukan proses penelitian kelapangan,  tetapi bisa memberikan data.  
Peneliti seperti ini perlu diuji depenabilitynya.  Kalau proses penelian tidak dilakukan 
tetapi datanya ada.  maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable.  Untuk 
itu pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 
keseluruhan proses penelitian Sugiono (2014:277).  Terkait dengan penelitian ini,  
mengenai kajian pengelola zakat dalam mengimplementasikan akuntansi zakat PSAK 





keseluruhan proses aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.  Bila peneliti tidak 
mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, maka 




HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Makassar 
 1.  Sejarah Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Makassar 
  Sejarah penbentukan BAZNAS yang sebelumnya kita kenal dengan nama 
BAZIS dalam perkemabangannya lembaga pengelolaan zakat ini awalnya hanya 
diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 
tentang pengelolaan zakat rasional. Lembaga zakat saat itu hanya dilakukan terbatas 
di beberapa daerah saja seperti BAZIS OKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS 
Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti 
BAMUISBNI (1968). Lahirnya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara 
Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999  tentang Pengelolaan 
Zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini 
disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan 
pendayagunaan zakat Dalam Undang- Undang tersebut diakui adanya dua jenis 
organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 
pememrintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan 
dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, 





     Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan 
sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak 
pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak 
tahun 2002 total dana yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami 
peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin 
bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok- pelosok negeri. 
Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. 
  Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang- Undang 
pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian 
diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun2011 tentang Pengelolaan 
Zakat pada tanggal 25 November 2011. Undang Undang ini menetapkan bahwa 
pengelolaan ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan 
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penaggulangan 
kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang Undang mengatur bahwa 
kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai 
koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ. 
  Berdasarkan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Makassar 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota, disebutkan 





pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, dengan tugas melaksanakan 
pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/ Kota dengan cara pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  
  2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Makassar
 Visi BAZNAS Kota Makassar: 
  “Makassar Kota Zakat, Berkah, dan Nyaman Untuk Semua” 
  Visi ini mengandung tiga pokok pikiran yang secara konseptual diarahkan 
pada aspek kewajiban membayar Zakat, Infak dan Sedekah atau sering singkat (ZIS), 
aspek pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk 
peningkatan kesejahteraan ummat, serta terciptanya tata kelola BAZNAS yang 
profesional yang ditandai dengan penggunaan sistem informasi teknologi, yaitu pada 
kata “Kota Zakat”, “Berkah”, “Nyaman” dan “Untuk Semua”, dalam suatu 
pengertian yang visioner: 
a. “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi ummat 
yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah ummat islam dengan 
infrastuktur sosial ekonomi ummat yang ditandai dengan jumlah sarana dan 
prasarana peribadatan ummat islam yang menjanjikan kekuatan kultural Kota 
Makassar yang nyaman sekaligus religious. 
b. “Berkah” adalah dimaksudkan adalah berkah bagi muzakki, amil, dan mustahik. 
c. “Nyaman” dimaksudkan adalah mewujudkan peoses pengumpulan, 
pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang semakin 





kepercayaan ummat untuk membayar zakat, infak dan sedekah sesuai dengan 
syriat islam. 
d. “Untuk Semua” dimaksudkan adalah proses pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat dinikmati dan dirasakan oleh 
Mustahik tanpa diskriminasi. 
 Misi BAZNAS Kota Makassar: 
a. Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, berinfak dan bersedekah. Melalui 
kewajiban zakat merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan 
antara yang kaya dan yang miskin dan mewujudkan jaminan sosial dalam Islam. 
b.  Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan 
kesejahteraan para mustahik melalui Makassar Taqwa, Makassar Sejahtera, 
Makassar Sehat, Makassar Cerdas dan Makassar Peduli. 
c. Mewujudkan menajemen BAZNAS yang profeional dengan didukung Sistem 
Informasi Teknologi. Keberhasilan manajemen BAZNAS Kota Makassar sangat 
dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif dari pengurus. Dengan 
terciptanya manajemen BAZNAS yang efisien, transparansi dan akuntabel 
diharapkan administrasi dapat terselenggara secara efektif dan efisien yang 








 3. Struktur Organisasi Badan Alim Zakat Naisonal (BAZNAS) Kota 
Makassar Periode 2015-2020 
   BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh seorang Ketua dan empat 
orang Wakil Ketua, dimana masing-masing wakil ketua membawahi bidang dan 
bagian  sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KPXII/2015 
Tanggal 14 Desember 2015 dan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Makassar Nomor 













Komisioner terdiri atas 5 orang yaitu: 
Ketua     : Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH, M.Si, MH 
Wakil Ketua I    : Drs. KH. M. Alwi Nawawi, M.Pd 










WAKIL KETUA IV 
 
















Wakil Ketua II   : Drs. KH. Jalaluddin Sanusi 
Wakil Ketua III   : Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag 
Wakil Ketua IV   : H. PM. Alamsyah, SE., MS 
Dewan Pembina terdiri dari 12 orang yaitu: 
1. IR. H. Moh. Ramdhan Pomanto 
2. DR. H. Samsul Rizal, MI, S.Sos, M.si 
3. IR. Farouk M. Betta, MM 
4. H. B. Amiruddin, SE, MM 
5. H. Aswis Badwi, M, Si 
6. DR. H. Baharuddin HS, MA 
7. Muh. Nur Khalid, S.Sos, MA 
8. Erwin Syaifuddin, S.STP, M.Si 
9. dr. Hj. Iriani R. SP. THT. M.Si 
10. Drs. H. A. Kamaruddin Munde 
11. Prof. DR. Arifuddin Achmad, M. Ag 
12. Drs. H. Abd. Latief Jusuf 
Unsur Pelaksana terdiri dari 25 orang yaitu:  
Kepala Satuan Audit Internal  : Hj. Darmawati, SE., MM 
Bendahara    : H. Syahruddin, S.Sos 
Kabid. Pengumpulan   : You Yatsir Tonung 
Kabid.Pendistribusian dan Pendayagunaan : H. Abdul Azis Bennu, S.Ag 





Kabag. Administrasi , SDM dan Umum: H. Katjong Tahir, SH 
Staf Bidang Pengumpulan: 
1. H. Mahyuddin, SH 
2. Junaidi, SE.I 
3.  Badal Awan, S. Pd 
4. A. Fiti Nurindah Ragani, S.Sos 
5. Fitriany Ramli, SE 
6. H. Muh. Ramli B. 
7. H. Arifuddin 
Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan: 
1. Muh Zulfiqar, SE 
2. Abd. Rahman, S.Th.I 
3. Darmawati, S.Pd 
Staf Perencanaan Keu.dan Pelaporan: 
1. Nabil Salim, SE.I 
2. Dian Pertiwi, SE 
Staf Administrasi , SDM dan Umum: 
1. Fatmawati, SE 
2. Sudirman 
3. Suwarni 
4. Randy Gunawan 





6. Abdi Manheri 
Staf Satuan Audit Internal: 
1. Dr. H. Arifuddin Mannang, SE., M.Si 
B. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Makassar 
1. Tugas BAZNAS Kota Makassar 
BAZNAS Kota Makassar sebagai lembaga pengelolaan zakat mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan zakat dengan cara pengumpulan, pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat Kota Makassar. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 
3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS 
Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa tugas BAZNAS adalah melaksanakan 
pengelolaaan zakat. 
2. Fungsi BAZNAS Kota Makassar 
Untuk menjalankan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pasal 28, dalam 
Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/ Kota mempunyai 
fungsi: 
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.  
b. Pelaksanaan pengumpulan, pendristibusian dan pendayagunaan zakat. 
c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 





Berdasarkan tudan tugas pokok dan fungsi BAZNAS sebagaimana tersebut 
diatas sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Ketua 
dan empat orang wakil ketua dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi BAZNAS 
Kota Makassar sebagai berikut: 
1) Bidang Pengumpulan 
Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh 
seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur 
komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya 
b) Melaksanaakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki. 
c) Melaksanakan kampanye dan sosialisasi tentang urgensi ZIS dan dana sosial 
keagamaan lainnya. 
d) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan 
lainnya. 
e) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzaki. 
f) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS dan dana sosial 
keagamaan lainnya. 
g) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan dana sosial 
keagamaan lainnya. 





i) Menkoordinir pelaksanaan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya 
tingkat Kota Makassar. 
2) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan   
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan  ZIS dipimpin oleh seorang 
kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II dari salah satu unsur 
komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan. 
b) Melakukan pendataan mustahik. 
c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program. 
d) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik  agar 
pendistribusian zakat tepat sasaran. 
e) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana 
sosial keagamaan lainnya sebagai berikut: 
(1) MAKASSAR TAQWA (Keagamaan) 
Bantuan Pembangunan Masjid/Sarana Keagamaan, Pelatuhan 
Dai/Mubaligh Fakir Miskin, Operasional Dai/Mubaligh, Bantuan Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Kegiatan Keagamaan, Sertifikasi Wakaf, 
Sosialisasi Halal,Cetak Jadwal Shalat dan Puasa, Safari Jumat, Safari 
Subuh, Pawai Ta’aruf, Catak Buletin, Kalender BAZNAS, Kegiatan MTQ, 
Pengadaan Khutbah Jumat, Manasik Haji, Profil BAZNAS Kota, 





(2) MAKASSAR SEJAHTERAH (Pengurangan Pengangguran & 
Pelatihan Keterampilan, serta Bantuan Dana Bergulir) 
Peningkatan Skill para Mustahik, Dana Bergulir Pengadaan Peralatan 
Produktif, Dana Bergulir Wirausaha Mikro, Dana Bergulir Modal Usaha 
Perorangan/ Kelompok. 
(3) MAKASSAR SEHAT (Pelayanan Kesehatan Grtatis) 
Pengobatan Poli Gratis, Operasi Bibir Sumbing, Operasi Katarak, 
Kesehatan Gratis Fakir Miskin, Sunnatan Massal Fakir Miskin. 
(4) MAKASSAR CERDAS (Pelayanan Pendidikan Gratis 
Bantuan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1), Bantuan Sekolah 
Madrasah/ Ponpes, Bantuan Penghapal Al-Qur’an (Hafizh), Pelatihan 
Pengurusan Jenazah Muslim, Pelatihan Dai/ Khotib, Pelatihan 
ManajemenPengelolaan Masjid, Pelatihan Guru TPQ/TPA. 
(5) MAKASSAR PEDULI (Kemanusiaan/ Jaminan Sosial Keluarga) 
Bantuan Fakir Miskin, Bantuan Sosial Keagamaan, Bantuan Bedah Rumah 
Fakir Miskin, Bantuan Musafir, Muallaf, Orang yang Dililit Utang 
(Gharimin) dan Bantuan Bencana Fakir Miskin dan Pelayanan Ambulance 
Gratis. 
 





Bagian perencanaan, keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala 
bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah unsur komisioner yang 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) Merumuskan dan menyusun/ revisi Rencana Strategi (RENSTRA). 
b) Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 
c) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahun Rencana Pengelolaan Zakat, 
Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. 
d) Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntantabilitas Kinerja BAZNAS 
Kota. 
e) Penyimpanan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat, Indak, Sedekah dan Dana 
Sosial Keagamaan Lainnya. 
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
4) Bagian Administrasi, SDM dan Umum 
Bagian Administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian 
yang dikoordinir oleh Wakil Ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a) Menyelenggarankan pelayanan administrasi umum BAZNAS Kota. 
b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kota  
c) Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS Kota. 
d) Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian dan Pelaporan Aset 
BAZNAS Kota. 





f) Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS Kota. 
g) Pelaksanaan Rekruitmen Amil BAZNAS Kota. 
h) Pelaksanaan Pegembangan Amil BAZNAS Kota. 
i) Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS 
Kota. 
j) Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota. 
k) Melakasanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
5) Satuan Audit Internal 
Satuan Audit Internal dipimpin oleh seorang auditor dan 
bertangunggungjawab kepada Ketua BAZNAS yang mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a) Penyiapan Program Audit. 
b) Pelaksanaan Audit. 
c) Pelaksanaan Audit untuk Tugas Tertentu atas Penugasan Ketua BAZNAS Kota. 
d) Penyusunan Laporan Hasil Audit. 
e) Pemyiapan Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Pihak Eksternal. 
f) Melak sanakan Tugas Lain yang diberikan pimpinan. 
6) Dewan Pembina  
Dewan Pembina sebagai organ fungsional disamping tersebut I s/d VI, 
dibentuk untuk memberikan pembinaan dalam rangka maksimalisasi keberadaan 
BAZNAS Kota Makassar sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri 





C. Pengelolaan Zakat dan Infak/ Sedekah BAZNAS Kota Makassar 
Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh (Rachmad, 2015) Pengelola 
zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 
terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peraturan 
perundang-undangan tersebut mengakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat 
di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) . 
Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk melaksanakan 
pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional  pada (Pasal 6 UU No.23 Tahun 2011). Dalam 
melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : 
1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
BAZNAS Kota Makassar merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang 
lingkup kerjanya secara nasioanal sesuai dengan hasil pengamatan peneliti pada 
Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar telah mengacu dan berpedoman pada 
Pasal 7 UU No.23 Tahun 2011 untuk menjalankan operasinya sebagai Badan Amil 





Berkaitan dengan penyelenggaraan  fungsi BAZNAS Kota Makassar menurut Pak H. 
Katjong Tahir bahwa: 
Dalam menunjang kerja BAZNAS Kota Makassar untuk menyelenggarakan 4 
fungsi BAZNAS yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 23 
Tahun 2011 maka dibentuk 5 komisioner yaitu ada dua Bidang dari dua unsur 
pelaksana yakni (1) Bidang Pengumpulan (2) Bidang Pendistribusian dan 
Pendayagunaan, ada dua Bagian dari unsur penunjang yakni (1) Bagian 
Perencanaan Keuangan dan Pelaporan (2) Bagian Administrasi, SDM dan 
Umum, serta satu unit audit internal yakni bertanggungjawab kepada Ketua. 
(wawancara tanggal 17 Oktober 2017). 
a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  zakat 
BAZNAS Kota Makassar  
Pada fungsi ini ada pada Bidang Pengumpulan, proses pengumpulan zakat 
atau cara penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sebagaimana dijelsakan oleh Ibu Hj. Darmawati 
bahwa: 
Cara proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar melalui dua 
cara yakni (1) penghimpunan zakat perorangan yaitu amil zakat tampa 
perantara langsung menghimpun dana zakat ke muzakki dan (2) penghimpunan 
zakat badan yaitu itu melalui UPZ kepanjangan dari UPZ (Unit Pengumpul 
Zakat) yaitu BAZNAS Kota Makassar melakukan kerjasama dengan amil di 
setiap masjid, khususnya masjid-masjid yang ada di Kota 
Makassar.(wawancara tanggal 17 Oktober 2017). 
 
Adapun jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Makassar menurut 
Ibu Hj. Darmawati bahwa: 
“BAZNAS Kota Makassar ruang lingkupnya kota jadi jenis zakat yang 
dihimpun yaitu zakat propesi, zakat harta dan zakat fitrah. ”.(wawancara 







b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 
BAZNAS Kota Makassar. 
 Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola dana zakat, infak dan 
sedekah secara nasioanal BAZNAS Kota Makassar setelah proses penghimpunan ada 
yang namanya proses pendistribusian dan pndayagunaan zakat ini ditalani oleh 
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yang memiki tugas: 
1) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan. 
2) Melakukan pendataan mustahik. 
3) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan program. 
4) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik  agar 
pendistribusian zakat tepat sasaran. 
5) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana 
sosial keagamaan lainnya. 
Berkaitan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Makassar menurut Pak H. Katjong Tahir 
bahwa: 
Baznas Kota Makassar memiliki sumber penerimaan dari zakat, infak dan 
sedekah. Pendistribusianya akan didistribusikan ke 8 asnaf yaitu fakir, 
miskin, amil zakat, muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang 
berhutang (gharimin), dijalan Allah (fi sabilillah), dan ibnusabil. Kemudian 
untuk pendayagunaannya dibagi menjadi 5 bidang yakni (1) Bidang 
Keagamaan, (2) Bidang Ekonomi, (3) Bidang Pendidikan , (4) Bidang 






c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 
BAZNAS Kota Makassar. 
Pengelolaan zakat harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan 
administrasi yang akuntabel. Administrasi yang akuntabel memiliki beberapa unsur, 
namun yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia lembaga zakat dan 
kesinambungan dalam administrasi keuangan.  Lembaga pengelola zakat harus 
memiliki izin formal sebagai lembaga zakat yang diakui pemerintah (Hafidhuddin, 
2008:126). Hal ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga tersebut 
diantaranya: 
1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. 
2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung 
dengan para muzakki untuk menerima zakat. 
3) Mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat menurut 
skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 
4) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan 
pemerintahan yang Islami. 
Pada fungsi pengendalian BAZNAS Kota Makassar ini dijalankan oleh Bidang 
Administrasi, SDM, dan Umum dimana mulai dari tertib adminstrasi penentuan dan 
rekruitmen amil dan umum semua yang berhubungan dalam pelaksanaan tugas 
BAZNAS sebagai pengelola zakat secara nasional sebagaimana yang dikatakan oleh 





sebelum kami mendistribusikan zakat terlebih dahulu mendata para mustahik 
melalui kelurahan yang mencatat berapa jumlah mustahik yang berhak 
menerima di kelurahannya masing- masing, selanjutnya menklarifikasi orang-
orang tersebut juga melalui lurah.(wawancara tanggal  25 Oktober 2017) . 
 
d.  Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat 
BAZNAS Kota Makassar. 
Salah satu yang paling penting dalam setiap perusahaan adalah pelaporan, 
dimana dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelasanaan zakat BAZNAS Kota 
Makassar ini dijalankan oleh Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan yang 
memiliki pertanggungjawaban yang cukup besar. Sebagaimana yang disampaikan 
Pak H. Katjong Tahir bahwa: 
zakat merupakan ibadah dan termasuk rukun islam yang ke-tiga setelah shalat 
yang merupakan pertanggungjawaban kita kepada Allah subhanawataala 
sehinggah harus benar-benar dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada 
Pemerintah. Adapun ancaman ketika melanggar secara syariah diatur dalam 
Undang- Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 37dengan hukuman 5 tahun 
penjara.” (wawancara tanggal  25 Oktober 2017) . 
 
Dari penjelasan Pak H. Katjong Tahir tersebut bahwa zakat merupakan rukun 
islam yang ketiga setelah shalat yang merupakan pertanggung jawaban kita terhadap 
Allah subhanawataala, jadi secara tidak langsung SET (Syariah Enterprise Theory) 
telah diimplementasikan oleh BAZNAS Kota Makassar. Dalam SET, Allah 
merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan 
mutlak. Karena sumber daya yang dimiliki oleh Stakeholders pada dasarnya adalah 
amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk pihak-





bentuk kontribusi keuangan maupun non keuangan yakni donatur dan karyawan. 
Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka 
mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Hermawan dan 
Rini, 2016). Cara pengakuan dan pengukuran dana zakat yang diterima dari muzakki 
oleh BAZNAS Kota Makassar menurut Ibu Hj. Darmawati bahwa: 
“zakat dinilai dari 2,5% dari pendapatan Muzakki yakni minimal penghasilan 
atau gaji Rp 3. 950.000/ bulan itu sudah termasuk zakat prosepesi.” (wawancara 
tanggal 17 Oktober 2017). 
 
D. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
Mursyidi (2006:107) mengatakan menegenai akntansi zakat sebagai berikut.  
Akuntansi zakat mencakup proses pengidentifikasian kekayaan yang dikategorikan 
sebagai objek zakat, pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, 
pengukuran dan penetapan nilai objek zakat, serta pelaporan hasil pengukuran objek 
zakat. Ada beberapa komponen yang disebutkan dalam PSAK No. 109 (IAI, 
2008:109.10-109.15) Komponen laporan keuangan amil terdiri dari: 
1. Neraca (laporan posisi keuangan). 
2. Laporan perubahan dana. 
3. Laporan perubahan aset kelolaan. 
4. Laporan arus kas. 
5. Catatan atas laporan keuangan. 
Salah satu tujuan dari akuntansi zakat itu sendiri adalah memberikan 





melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif, 
program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi 
wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan 
kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana 
ummat). Laporan keuangan dikaitkan dengan islam, Allah SWT  memberikan 
petunjuk dalam potongan QS Al-Baqarah/2:282 . 
                               
                       
 
Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan 
kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. . (Kementerian Agama RI/Al-
Qur’an dan terjemah, 2012: 49). 
 
Al- Qaradhawi (2005) menyebutkan bahwa sesungguhnya zakat merupakan 
kewajiban agama. Bagi siapapun yang bekerja untuk menanganinya, maka ia harus 
mempersiapkan dirinya untuk lebih mapan dalam beribadah dan berjihad di jalan 
Allah. Dalam Hadis Rasulullah Saw disebutkan: 
“Bahwasanya seorang karyawan atau pekerja yang melakukan tugasnya 
dengan penuh kejujuran bagaikan seorang mujahid yang berperang di jalan 
Allah hingga ia selesai dari tugasnya.” (HR. Ahmad dan Ibnu daud (2936), 
Tirmidzi (645), Ibnu Majah (1809) dan Ibnu Huzaimah (406)). 
Hasil wawancara tentang cara penyusunan dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota 





laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dibuat berdasarkan arahan dan 
contoh format pelaporan dari BAZNAS Pusat dengan disajikan penuh atas 
dasar Kas (cash basis). Pelaporan keuangan dilaporkan setiap 6 bulan sekali 
(per semester) dan per 1 tahun. Laporan keungan BAZNAS Kota Makassar itu 
akan dikirimkan kepada BAZNAS Provinsi dan Bapak Walikota Makassar. 
Media yang digunakan adalah media elektronik dan secara tertulis. Saat ini baru 
akan direkomendasikan untuk dibuatkan majalah untuk para muzakki. Laporan 
Keuangan BAZNAS Kota Makassar diaudit setiap tahunnya oleh Akuntan 
Publik. (wawancara tanggal  25 Oktober 2017) . 
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan 
memperhatikan ketentuandalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas 
pada (IAI, 2008:109.10-11): 
a. Aset 
1) Kas dan setara kas 
2) Instrumen keuangan 
3) Piutang 
4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 
b. Kewajiban 
1) Biaya yang masih ahrus dibayar 
2) Kewajiban imbalan kerja 
c. Saldo dana 
1) Dana zakat 
2) Dana infak/sedekah 
3) Dana amil 





Dalam wawancara dengan Audit Internal BAZNAS Kota Makassar menurut 
Ibu Hj. Darmawati bahwa: 
penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah sangat perlu diterapkan, karena 
dalam setahun biasanya zakat itu dibagi habis maka perlu diketahui berapa 
jumlah muzakki yang membayar zakat dan seberapa banyak mustahik yang 
menerima zakat dan seberapa banyak amil yang mengelola zakat.( (wawancara 
tanggal 17 Oktober 2017). 
 
Adapun laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Makassar di tahun 2016 adalah 
sebagai berikut: 
Gambar 4.2 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR 
LAPORAN POSISI KEUNAGAN 
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016 
 




































































































































































































 80.512.800,00 219.829.173,00 231.252.954,00 659.580.627,00 
 
Sumber: Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
2016  
Adapun format Neraca (Laporan Posisi Keuangan) sesuai dengan PSAK 109 yaitu 
sebagai berikut: 
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
BAZ XXX 
Per 31 Desember 2xxx7 





















Kewajiban jangka pendek 




Kewajiban jangka panjang 













































jumlah aset Xxx jumlah kewajiban dan 
Saldo Dana 
xxx 
Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
Setelah mengkaji dan menganalisis neraca (Laporan Posisi Keunagan) BAZNAS 
Kota Makassar belum disajikan sesuai dengan PSAK 109 yaitu Laporan Posisi 
Keuangan BAZNAS Kota Makassar belum secara penuh menyajikan pos-pos dalam 
neraca. 
2.  Laporan Perubahan Dana  
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana 
amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak 





a. Dana zakat 
1) Peneriman dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil. 
2) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain. 
3) Saldo awal dana zakat 
4) Saldo akhir dana zakat 
b. Dana infak/sedekah 
1) Penerimaan dana infak/sedekah 
2) Penyaluran dana infak sedekah 
3) Saldo awal dan infak/sedekah 
4) Saldo akhir dana infak/sedekah 
c. Dana amil 
1) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari 
dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya. 
2) Penggunaan dana amil 
3) Saldo awal dana amil 
4) Saldo akhir dana amil 
d. Dana non halal 
1) Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan 
lainnya. 
2) Penyaluran dana non halal. 
3) Saldo awal dana non halal. 






BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR 
LAPORAN AKTIVITAS 











PENERIMAAN ZIS, CSR 
DAN DSKL             
Kas dan Bank Awal Tahun 





 -     
300.341.973
,00   
Zakat Perorangan 1.1.1 
400.672.8





Zakat Badan / UPZ 1.1.2 
493.680.6





Infak Perorangan 1.2.1   -     
17.250.000,





Infak Perorangan / Haji 1.2.2   -     
339.000.000





Infak Badan / UPZ 1.2.3   -     
1.732.362.2



































09,00   
PENGELUARAN ZIS, CSR 
DAN DSKL             
Bidang Ekonomi 2.1.1 
63.130.00





Bidang Sosial Pendidikan 2.1.2 
111.800.0
00,00   -       -     
111.800.000
,00 31 
Bidang Sosial Kemanusiaan 2.1.3 
502.545.5
75,00   -       -     
502.545.575
,00 56 
Bidang Sosial Kesehatan 2.1.4 
105.084.1





Bidang Dakwah dan 
Advokasi 2.1.5 
111.793.7
00,00   -       -     
111.793.700
,00 9,5 
Bidang Ekonomi 2.2.1   -       -       -       -       -     
Bidang Sosial Pendidikan 2.2.2   -     
248.046.820







Bidang Sosial Kemanusiaan 2.2.3   -     
391.904.580
,00   -     
391.904.580
,00 44 
Bidang Sosial Kesehatan 2.2.4   -       -       -       -       -     
Bidang Dakwah dan 
Advokasi 2.2.5   -     
1.055.813.4
89,00   -     
1.055.813.4
89,00 90 
Infak Amil 2.2.6   -     
392.847.338
,00   -     
392.847.338
,00   




,00   




00   
Pj. Publikasi dan 




,00   
Pengadaan Barang / Investasi 




00   
Pj. Administrasi Umum dan 




00   
Pj. Sosialisasi Koordinasi 




0   




0   
Bidang Dakwah dan 















82,00   
              









,00   





Adapun format Laporan Perubahan Dana sesuai dengan PSAK 109 yaitu sebagai 
berikut: 
Laporan Perubahan Dana 
BAZ XXX 








Penerimaan dari muzakki 
    muzakki entitas 
    muzakki individual 
Hasil penempatan 
Jumlah penerimaan dana zakat 
Bagian amil atas penerimaan dana zakat 










































Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 
Hasil pengelolaan 
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 
 
Penyaluran 
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan 
(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 



































Bagian amil dari dana zakat 
Bagian amil dari dana infak/sedekah 
Beban umum dan administrasi lainnya 





Beban umum dan administrasi lainnya 


































Penerimaan nonhalal lainnya 
Jumlah penerimaan dana nonhalal 
 
Penggunaan 














Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana 
amil dan dana nonhalal 
Xxx 
Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Makassar belum menerapkan PSAK 
109 secara penuh, dilihat bahwa penyajikan laporan perubahan dana masih 
menggunkan nama komponen laporan keuangan yaitu Laporan Akitivitas. Laporan 
perunahan dana  zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal belum 
sepenuhnya ditampilkan. Laporan aktivitas BAZNAS Kota Makassar tidak 
memisahkan antara penerimaan dan penggunaan dana zakat, dana infak/sedekah, 
dana amil, dan dana non halal. Laporan Aktivitas BAZNAS Kota Makassar 
menggabungkan seluruh penerimaan dan mengabungkan seluruh penggunaan dan 





Sedangkan hasil wawancra dengan Ibu Hj. Darmawati terkait pengungkapan dana 
zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal adalah sebagai berikut: 
Dana Zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal disajikan secara 
terpisah. Ada 3 jenis laporan: (1) Laporan Zakat yaitu zakat harus habis 
minimal 80% tersalurkan ke-8 asnaf. Disalurkan dalam bentuk dana konsumtif. 
(2) Laporan Infak minimal 75% harus tersalurkan, tetapi tidak harus ke 8 asnaf. 
Dilihat dari tingkat kebutuhan kaum dhuafa atau mustahik, biasanya disalurkan 
dalam bentuk dana bergulir dan dana produktif (bantuan modal usaha, pelatihan 
menjahit, dan produksi makanan).(3) Laporan nonhalal yaitu digunakan untuk 
biaya operasional BAZNAS. Misalnya biaya akomodasi pimpinan, pengadaan 
sarana dan prasarana, biaya penunjang kelancaran laporan BAZNAS Kota 
Makassar. ( wawancara tanggal 17 Oktober 2017). 
 
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan  
Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak 
terbatas pada (IAI, 2008: 104): 
a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 
b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan 
c. Penambahan dan pengurangan 
d. Saldo awal 
e. Saldo akhir 
Adapun laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kota Makassar adalah sebagai 
berikut: 
Gambar 4.4 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR 
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH 














Saldo Awal 2016 
ZAKAT 
       Zakat Perorangan 
       Zakat Badan/ UPZ 
INFAK 
       Infak Perorangan 
       Infak Perorangan/ Haji 
       Infak Badan/ UPZ 
       Penerimaan Piutang   
       Hibah/ APBD 
       Jasa Giro 
ZAKAT 
      Bidang Ekonomi 
      Bidang Sosial Pendidikan 
      Bidang Sosial Kemanusiaan 
      Bidang Sosial Kesehatan 
      Bidang dakwah dan 
Advokasi 
INFAK  
      Bidang Ekonomi 
      Bidang Sosial Pendidikan 
      Bidang SosialKemanusiaan 
      Bidang Sosial Kesehatan 
      Bidang dakwah dan 
Advokasi 
      Hak Amil 
Dana sosial keagamaan 
lainnya 
      ( DSKL) 
     Hak keuangan pimpinan 
     Biaya perjalanan dinas 
     By. Publikasi &Dokumentasi            
(Sosialisasi) 
     Pengadaan Barang 
/Inventaris Ktr. 
     By. Administrasi Umum dan 
Atk 













































































































































     Biaya Operasional Bank 














Saldo  31 Per 31 Desember 2016 (37.500.00,000) 
 
569.094.927,00 531.594.927,00 
Sumber: Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
2016. 
Adapun format Laporan Peruahan Aset Kelolaan sesuai dengan PSAK 109 adalah 
sebagai berikut: 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
BAZ XXX 






































































































Sumber:  ED PSAK 109 Hak Cipta 2008 IKATAN AKUNTANSI INDONESIA 
Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kota Makassar belum sesuai 
dengan PSAK 109, nama komponen laporan perubahan aset kelolaaan BAZNAS 
Kota Makassar masih menggunakan laporan perunahan aktiva bersih. Laporan 
perubahan aset krlollan BAZNAS Kota Makassar belum menyajikan pos- pos seperti 
aset kelolaan yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan 
akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan serta saldo awal dan akhir. 
Laporan perubahan aktiva bersih BAZNAS Kota Makassar hanya menyajikan saldo 









4. Laporan Arus Kas  
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas 
dan PSAK yang relevan (IAI, 2008: 10915). 
Gambar 4.4 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR 
LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK TAHUN YANG BER AKHIR PER 31 DESEMBER 2016 
URAIAN 2016 
1. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 
    Arus Masuk 
              Zakat Perorangan  
              Zakat Badan/ UPZ 
              Infak Perorangan 
              Infak Perorangan/ Haji 
              Infak Badan/ Haji 
              Hibah/ APBD  
              Jasa Giro 
   Arus Keluar 
              ZAKAT 
Bidang Ekonomi 
Bidang Sosial Pendidikan 
Bidang Sosial Kemanusiaan 
Bidang Sosial Kesehatan 
Bidang Dakwah dan Advokasi 
INFAK 
Bidang Ekonomi 
Bidang Sosial Pendidikan 
Bidang Sosial Kemanusiaan 
 
 
Rp.           400.672.825,00  
Rp.           493.680.600,00       
Rp.             17.250.000,00 
Rp.           339.000.000,00 
Rp.        1.732.362.227,00 
Rp.        1.000.000.000,00 
Rp.             11.249.884,00 
                                       - 
                                       - 
Rp.           (63.130.000,00) 
Rp.         (111.800.000,00) 
Rp.         (502.545.575,00) 
Rp.         (105.084.150,00) 
Rp.         (111.793.700,00) 
                                       - 
Rp.                                  - 
Rp.        (248.046.820,00) 





Bidang Sosial Kesehatan 
Bidang Dakwah dan Advokasi 
Hak Amil 
DANA SOSIAL KEAGMAAN 
LAINNYA (DSKL) 
Hak Keuangan Pimpinan 
Biaya Perjalanan Dinas 
By. Publikasi & dokumentasi (Sosialisasi) 
By. Administasi Umum dan Atk 
By. Sosialisasi Koordinasi Baznas 
Biaya Operasinal Bank 
Bidang Dakwah dan Advokasi 
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasi 
 
2. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS SENDIRI 
    Arus Masuk 
 Hasil Penjualan Aset Tetap 
    Arus Keluar  
Perolehan Aset Tetap  
Perolehan Aset lainnya 




3.ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS 
PENDANAAN 
    Arus Masuk 
Perolehan Pinjaman 
Rp.                                 - 
Rp.     (1.055.813.489,00) 
Rp.        (392.847.338,00) 
                                        - 
 
Rp.        (492.650.000,00) 
Rp.          (83.481.100,00) 
Rp.        (123.705.365,00) 
Rp.          (40.087.538,00) 
Rp.            (6.151.679,00) 
Rp             (1.169.347,00) 
Rp.            (5.351.901,00) 




Rp.                               - 
 
Rp.          37.500.000,00 
Rp.                               - 












   Arus Keluar  
Pembayaran Pokok Pinjaman  
Pemberian Pinjaman 
   Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan  
Kenaikan Netto Kas 
Kas dan setara Kas Awal Tahun 
 
Rp.                                  - 
Rp.                                  - 
Rp.            10.100.000,00 
Rp.           231.252.954,00 
Rp.         300.341.973,00 
Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2016 Rp.         531.594.927,00 
Sumber: Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
2016. 
 
5. Catatan atas laporan keuangan  
Terlampir 
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya 
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelola BAZNAS Kota Makassar 
telah  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun 
dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal 
sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011,  dilihat dari 
laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar  dalam Laporan Perincian Penerimaan 
Zakat tahun 2016 yaitu sebesar Rp 4. 004.315.536,00 sebagimana yang ditargetkan 
BAZNAS kota Makassar dapat mengelola zakat di tahun 2016 sebesar Rp 4 mliar  . 
Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar belum menyusun laporan keuangannya 
sesuai dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan) N0 109. BAZNAS Kota Makassar dalam mempetanggungjawabkan 
laporan keuangannya telah  menyajikan: 
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). 
2. Laporan Aktivitas. 
3. Laporan Atas Perubahan Aktiva Bersih. 
4. Laporan Arus Kas. 
5. Catatan Atas Laporan Keunagan. 
Laporan Keungan BAZNAS Kota Makassar telah dibuat dengan 5 komponen 





akun atau pos- pos yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan ED 
(Exposure Draft) PSAK 109. 
B. Saran 
1. BAZNAS Kota Makassar atas keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan 
tugasnya sebagai penghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional 
diharapkan mampu untuk dipertahankan. 
2.  BAZNAS Kota Makassar yang harus ditingkatkan adalah pengetahuan pengelola 
zakat tentang adanya akuntansi zakat yang berbasis syariah yaitu Akuntansi 
Zakat, Infak dan Sedekah PSAK109. IAI diharapkan lebih giat lagi 
mensosialisasikan Akuntansi Zakat PSAK 109 ini bagi organisasi pengelola zakat 
yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
dengan diterapkannya PSAK No. 109 ini dapat memudahkan amil dalam 
membuat laporan keuangan  yang lebih bersifat akuntabel dan transparansi.  
3. BAZNAS Kota Makassar sebaiknya memiliki media cetak khusus untuk pelaporan 
keunagan zakat, infak/ sedekahnya seperti majalah agar memudahkan para 
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LAMPIRAN 1: INFORMASI INFORMAN 
INFORMASI  INFORMAN 1 
Data Informan Pegawai BAZNAS Kota Makassar 
Nama  Hj. Darmawati, SE., MM 
Jenis Kelamin Perempuan 
Umur  44 Tahun 
Jabatan Audit Internal 
Lama Bekerja 8 Tahun 
Alamat Jl. Teduh Bersinar No.5 
Telp  +62411 8215672 
HP +6281342983721 
Waktu Wawancara 17 Oktober 2017 
 
INFORMASI  INFORMAN 2 
Data Informan Pegawai BAZNAS Kota Makassar 
Nama  H. Katjong Tahir, SH 
Jenis Kelamin Laki- laki 
Umur  64 Tahun 
Jabatan Kabag Administrasi SDM dan Umum 
Lama Bekerja 2 Tahun 
Alamat Jl. Teduh Bersinar No.5 
Telp  +62411 8215672 










Wawancara dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota 
Makassar. Wawancara dilakukan dengan 2 orang informan yaitu Bagian Audit 
Internal atas nama Ibu Hj. Darmawati. dan Kepala Bagian (Kabag) 
Administrasi SDM dan Umum atas nama bapak H. Katjong Tahir,  yang 
bertempat di Kantor BAZNAS Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 5 Komp. 
Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar . Wawancara ini 
juga didukung dengan adanya Laporan Tahunan BAZNAS Kota Makassar 
yang sudah diaudit yang diperoleh melalui bapak H. Katjong Tahir, SH sendiri. 
Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 25 September sampai dengan 25 
November 2017.  Wawancawa dengan infoman pertama Ibu Hj. Darmawati 
dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan durasi waktu 1 jam dengan 
14 pettanyaan, sedangkan wawancara dengan informan kedua bapak H. 
Katjong Tahir dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan durasi 
waktu 1 jam dengan 14 pertanyaan dan 1 November 2017 dengan durasi waktu 
setengah jam untuk memperoleh data Laporan Keuangan BAZNAS Kota 
Makassar. Adapun wesite BAZNAS Kota Makassar tidak dapat dikases dan 












LAMPIRAN 3  
HASIL PENELITIAN DENGAN INFORMAN 
 
1. Bagaimana cara penghimpunan dana zakat oleh Badan Amil Zakat 
Nasional ( BAZNAS) Kota Makassar?  
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Cara penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Makassar itu ada 2 
yaitu:  
1. Penghimpunan zakat Perorangan yaitu Amil langsung menyetor 
kapada pengelola BAZNAS tidak ada perantara. 
2.  Penghimpunan zakat  Badan yaitu melalui kerjasama dengan UPZ 
(Unit Pengumpul Zakat), pembagian ini 8% untuk amil dan 45% 
dikelola oleh BAZNAS. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Muzakki ada yang langsung ke BAZNAS menyetor ada juga 
leewat rekening BAZNAS. Ketika zakat diterima dan dioakan pada 
saat penyaluran baru para mustahik diminta juga untuk mendoakan 
para muzakki. Setiap bulan akan dicocokkan dalam buku kas 







2. Bagaimana cara pengakuan dan pengukuran zakat yang diterima dari 
muzakki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Makassar? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Dinilai dari 2,5 % dari penghasilan muzakki minimal 
penghasilan sebesar Rp. 3.950.000,00/ Bulan, ini dikategorikan zakat 
profesi atau zakat penghasilan karena rata- rata kita menerima zakat 
dari pegawai baik itu swasta atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Dinilai dari 2,5% dari penghasilan muzakki. 
 
3. Media apa saja yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Makassar untuk menyajikan laporan keuangannya? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
BAZNAS Kota Makassar menggunakan media elektronik, 
tertulis dan dalam bentuk laporan, laporan keuangan biasanya melalui 
media cetak seperti majalah khusus tapi BAZNAS Kota Makassar 
belum memiliki majalah secara khusus untuk menyajikan laporan 
keuangannya tapi sudah direkomendasikan akan dibuatkan dalam 
bentuk media cetak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
masyarakat bahwa BAZNAS penghimpunannya seperti ini. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 







elektronik, setiap tahun akan diaudit oleh akuntan publik. Laporan 
keuangan BAZNAS Kota Makassar akan dilaporkan kepada 
BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi. Media cetak yang digunakan 
adalah media cetak harian surat kabar. Untuk saat ini belum ada 
media cetak yang secara khusus dimiliki BAZNAS Kota Makassar. 
  
4. Apa saja yang tersaji dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar ? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Penerimaan dan Pendistribusian zakat, infak dan sedekah. 
Kemudian ada pengelompokan penerimaan zakat.  
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Penerimaan yaitu dana zakat dan infak/sedekah dan penyaluran 
ke- 8 asnaf (golongan yang menerima zakat) yang kemudian dibagi 5 
bidang: (Bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan,  
bidang soaial, bidang kesehatan). 
 
5. Seberapa penting penerapan PSAK 109 penyusunan laporan 
keuangan an infak/ sedekah bagi amil dan bagi para muzakki ? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Penerapan PSAK 109 sangat penting sekali karena dalam 
setahun dana zakat biasanya dibagi habis. Sehingga harus diketahui 
berapa muzakki yang membayar dan seberapa banyak mustahik yang 







Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa 
BAZNAS Kota Makassar telah pengelola dan mendistribusikan zakat 
secara tepat. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Sangat penting karena dari itu sejak tahun 2007 sampai 
sekarang  laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar diaudit oleh 
akuntan publik. 
 
6. Bagaimana bentuk penyajian dana zakat, dana infak/sedekah,  dana 
amil,  dan dana nonhalal pada laporan keuangan zakat di Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar ? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Dana Zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal 
disajikan secara terpisah. Ada 3 jenis laporan: 
1. Laporan Zakat yaitu zakat harus habis minimal 80% tersalurkan 
ke-8 asnaf. Disalurkan dalam bentuk dana konsumtif. 
2. Laporan Infak minimal 75% harus tersalurkan, tetapi tidak harus 
ke 8 asnaf. Dilihat dari tingkat kebutuhan kaum dhuafa atau 
mustahik, biasanya disalurkan dalam bentuk dana bergulir dan dana 
produktif (bantuan modal usaha, pelatihan menjahit, dan produksi 
makanan). 
3. Laporan nonhalal yaitu digunakan untuk biaya operasional 
BAZNAS. Misalnya biaya akomodasi pimpinan, pengadaan sarana 








INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
 Dana zakat, infak/sedekah itu dilaporkan agar BAZNAS dapat 
dipercaya 
 
7. Hal apa saja yang menjadi wajib untuk di ungkapkan didalam laporan 
keuangan zakat dan infak/ sedekah? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Semua wajib dilaporkan seberapa penerimaan dan seberapa besar 
pendistribusian zakat dan infak sedekah. 
 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Yang wajib diungkapkan pada laporan keuangan zakat dan 
infak/sedekah yaitu : 
1. Penerimaan dan sumbernya  yakni berapa jumlah muzakki yang 
membayar zakat dan seberapa banyak jumlah zakat dan 
infak/sedekah yang berhasil dihimpun. 
2. Pendistribusian zakat dan infak/sedekah yakni berapa jumlah 
mustahik yang menerima zakat dan infak/sedekah. 
 
8. Sistem pencatatan apa yang digunakan dalam pelaporan keuangan, 
apakah menggunakan akrual basic atau cash basic? 







 Sistem pencatatan yang digunkan oleh BAZNAS kota Makassar 
adalah menggunkan Cash Basic. Ketika ada uang kas baru dicatat. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Menggunakan Cash Basic. 
9. Bagaimana cara pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar ? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Pendistribusian dana zakat, infak/ sedekah oleh BAZNAS Kota 
Makassar yaitu: 
1. Pendistribusian secara langsung. 
2. Pendistribusian bulanan. 
3. Pendistriibusian 1 kali setahun. 
4. Pendistribusian salam bentuk barang. 
5. Pendistribusian dalam bentuk pembinaan. 
Melalui pendataan secara langsung yang diperoleh berdasarkan data 
miskin kecamatan/ kelurahan.  
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Pendistribusian dana zakat, infak/ sedekah oleh BAZNAS Kota 
Makassar melalui 3 cara: 
1. Secara Langsung. 
2. Melalui data Kelurahan/ Kecamatan yang mencatat berapa jumlah 
data musthik yang berhak menerima zakat. 








10. Bagaimana cara penyajian laporan keuangan yang dilakukan Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar ? Apakah disajikan 
secara tahunan? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar dilaporkan 2 kali/ tahun 
yakni per semester atau per 6 bulan. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Ada 2 cara penyajiannya yaitu: 
1. Per Semester atau per 6 bulan. 
2. Per Tahunan. 
11 Apa peluang dan tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kota Makassar dalam mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 
109? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Sejauh ini tidak ada,  karena selalu merevisi. Agar masyarakat lebih 
mengerti. Serta selalu sharing secara rutin dan terbuka kepada 
BAZNAS Pusat tentang laporan keuangan. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Sejauh ini tidak ada karena selalu berkomunikasi dan secara terbuka 
keoada pada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat. 
 
12. Apakah pedoman Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 







INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
BAZNAS Kota Makassar berpedoman kepada Undang- Undang No. 
23 tahun 2011. Format laporan keuangan berdasarkan dari format 
laporan keuangan BAZNAS Pusat. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Berpedoman dengan format laporan keuangan yang diberikan oleh 
BAZNAS Pusat. 
13. 
Kepada siapa saja pendistribusian dana zakat oleh Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar disalurkan? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar disalurkan kepada 8 asnaf 
dengan dibagi 5 golongan:  
1. Bidang Sosial  
2. Bidang Pendidikan 
3. Bidang Ekonomi 
4. Amil  
5. Dakwah dan Advokasi 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Dana zakat dan infak/ sedekah ini disalurkan ke-8 asnaf 
sebagimana  dalam Al-Qur’an dalam surah At-Taubah ayat 103. 







hutang itu harus benar- benar dikalrifikasi dia berutang untuk 




Dalam bentuk apa pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Kota Makassar ? 
INFORMAN 1: Ibu Hj. Darmawati 
Bentuk pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kota Makassar ada 2 bentuk yaitu: 
1. Dalam bentuk dana Konsumtif seprti semabako, dll. 
2. Dalam bemtu dana Produktif seperti bantuan modal usaha, 
pelatihan menjahit, dan produksi makanan. 
INFORMAN 2: Bapak H. Katjong Tahir 
Ada 2 macam bentuk pendistribusiaanya yaitu: 
1. Konsuntif: dalam bentuk sembako atau uang. 
2. Produktif: dalam bentuk program jangka pangjang yaitu 1 
keluarga 1 sarjana dengan masyarkat miskin diubah pola pikirnya 
bahwa pendidikan itu sangat penting, dibina dalam bidang 
keagamaan, dibina dalam bentuk bidang usaha sepeti menjahit, 











LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) 












































































































LAMPIRAN 6  
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